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TENTAI{G

PEMAI{FAATAT{ 
ryg$-olt INDUK KEPENDUDIJKA!{, DATA KEpEruDuDt t{ANDAH KARTU TAHDA PENDT'DUK ELEKTRONIK ENT.qTU I.AYANA!\! !.[NGKUP TUGAS

DINAS tlNG K U NGAIU FIIDI'P PROVI Nsi S{' MA,TEHA BARAT
, .i.

Pada hari ini senlr't tanggal dua puluh lirma bulan .!unl tahun dua rlhei delapam beEas yangbentanda tangan di bawafrln!:

1. I\lama : Fi. Novriatr, S.E;, M.A.,Akit.
Atamat : Jt. Rasuna Said ruo. 6f FaOang.Jabatan : Kepala Dinas P";gil;t#tenauouk, Keluarga Berencana, Kependudukandan pencatatan sipir provinsi sumii'era'iarat.dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama oinas lengendalian penduduk, Keluarga
5fi:"#iTft^ffiEl[+flrkan 

dan pencatarah sipir prri*i s;il;'t",r-nrrr",'v.ang seranjutnya

2. Nama : ir. Siti Aisyah, M.$!.Alamat : Jt. Khatib-Sulaiman No.22 padang.
Jabatan : Kepala Dinas Lingkunlan niorp Fiorinsi Sumatera Barat.dalarn hal ini bertindak untolioun'atas nama oinis irnskungan Hicrrp provins! sunnatera.Barat yangsetanjutnya Oisenut ptFIAK KEDUA.

P.*AK ffiESATU dan PIHAK *uout^-r35--setanjutnya secara hersama-sama dlsebutPARA piFrAH, terrebih dahuru *"n"*gLan $ebagai berikut:
L' bahrr'ra PII{AK {EsATu adalah unsur petaksana pemerintah.provinsisunratera 

Barat dibidang
$it"J-lllfrHr.dan Fencttatun-;ipii ,;Gil#isils iawab kepacra Gubernur provinsi

2' bahwa Pll'lAK I{|DYA adalah unsur pelaksana Pemerintah provinsr sunratera Barat ditridangTata Lingkungan pentataan nrr.r,i,, 
linerynga",'-penieroraan sampah, Lirnbah 83 danPeningkatan Kapasitas, serta reffioallrn pu,i'o**urin"oun Kerusakan Llngkungan HiduB;
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3. bahwa untuk menindaklanjuti lzin Gubernur $umatera Barat lrlomor

A73/862/DPPKEKPS.5/X\/2OL7 Tanggal 14 Novennber 2OL7 tentang Pemanfaatan NlK,

KTP-el dan data Kependudukan atas Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsl

Sumatera Barat Nomor 471/LLL5/Sehre/DLW2AL7 Tanggal 26 Olitober 2OL7 perihal

Permohonan lzin Hak Akses dan Pemanfaatan N!K, Data Kependudukan & KTP-el.

dengan rnemperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan seba$ai berikut:

L. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20OG tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

I\legara Retrruhllk lndonesia Tahun 2006 Nornor 124, Tambahan Lernbaran'Nlegara Republlk
indonesia hlornor 4674), sebagairnana telah diubah clengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2ALg (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2ALg Nomor 232, Tarnbahan
Lembaran Alegara Republik lndonesia Nomor 5475);

2. Feraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO7 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2fiO7 l$omor 80, Tamb,ahan Lernbaran l{egara Republik flndonesia Nomor 4736)
sebagairnana tetah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2OL2
(l-emharan Negara Republik lndonesia Tahun 2OL2 Nomor 265, Tambahan Lembaran
lsegara Republik !ndonesia Nomor 5373);

3. Feraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2OOg tentang Penerapan Kantu Tanda Penduduk
Berbasis l[omor lnduk Kependudukan Secara hlasional, sebagainrana telah diuhah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 112 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik lndonesla Tahun 2O13 Nom or 2:57);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang
I-ingkup dan Tata Cara Pemberian Hak AkseS serta Pemanfaatan Nomor lnduk
Kependudukan (NlK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat l{omor 51 Tahun 2017 tentang Pe!'nanfaatan Data
Kependudukan Tingkat Provinsi Surnatera Barat;

PARA PIFIAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor lnduk
Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan
Lingkup Tugas Dinas Lingkungan !-lidup Provinsi Sumatera Barat, dengan ketentuan sebagai
berikut:

Pasal I
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tu.iuan Perjanjian Xerja Sarna ini adalah untuk mengefektifkan funpfsi dan peran
PARA PIIIAK dalam pemanfaatan Nomor lnduk Kependudukan, Data Kepencludukan dan Kartu
Tanda.Penduduk Elektronik.

Fasal 2
Ruang Lingkup

Ruanglingkup Perjan3ian Kerja sama ini meriputi pemanfaatan :a, Nomor lnduk Kependudukan (NlK);
b. Data Kependudukan; dan
c. Kartu Tanda FencJuduk Elektron!k (KTp-e!).

pemanfaatan Nornor r"uur. x*ffT,143,r.un, Data Kependurdukan dan
Kartu Tanda penduduk Elelctronik

Fernanfaatan N!K, Data Kependudukan dan KTP-eldatarn rangka mengefepritifkan:
a' sinkronisasi data penerima manfaat dengan menggunakan database kepenductrukan yangberbasiskan tr,llK;

b' Validasi dan veriflkasi dalam proses pelayanan dalam tingkup layanan plFlAK KEDT Adengan rnenggunakan f{rK, Data Kepenoluu[<an dan KT'p-er; uan '
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(r)

Perencanaan program kegiatan PIFIAK KEDUA dengan menggunakan data agregat
kependudukan;

. Pasa!4
Kewajiban PARA PII-IAK

PIFIAK KESATU mempunyai kewajiban untuk:
a. memherikan hak akses secara terbatas data kependudukan kepada PIFIAK KEDUA

berupa nomor KK, NlK, nama lengkap, jenis kelamin, ternpat lahir, tanggal/bulan/tahun
lahlr, agarna/kepercayaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga,
pendidikan terakhif jenis pekerjaan, NIK lbu Kandung, NIK Ayah Kandung dan alamat
kepada PIFIAK KEDUA;

b. rnenyediakan jaringan komunikasi data untuk 1 (satu) tititt jaringan berbasiskan Virtuat
Private Network (VPN) lF melalui fasilitasi dan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan
lnformatika Provinsi Sumatera Barat;

s. mremlrerikan User ID kepada PIHAK KEDUA yang pengetotaannya rnenjadi tanggung
jawab PIFIAK KEDUA;

d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTF-e! sesuai ketentuan peraturan

e. flJ#ffifif;;-flilfrruiflemis dan pendampingan teknis imprementasi pemanraatan
N!K, Data Kependudukan, dan KTP-el atas blaya ptHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:
a. mencantumkan IrllK yang sudah dijamin ketunggalannya dalarn dokumen yang

diterbitkan PIHAK KEDUA; r
h- memberikan hak akses secara terbatas data dari dokumen yang dihasilkan sebagai

data balikan, guna melengkapi database kependudukan rnillk PIHAK KESATU;
c- bertangglun$.iawab sebagai pemegang hak akses atasUata kependudukqn yang diakses

dariPlFlAK I(ESATU;
d. memberikan layanan berbasiskan KTp-e!;
e- menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi
_ yang diberikan PIHAK KEsATu beserta Kartu secure access modwfe;f. nrenyediakan dukun$an anggaran untuk pelaksanaan hlmbingan teknis danpendannpingan teknis_implementasi pernanfaatan I{lK, Data Kependudukan, dan KTp-el;g' rnembantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el nnelalu! media cetaf< dan/atau elektronik;

dan
h' menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannyapenyimpanan da-ta 

LteRendudukan yang terarr aiatsur J"li prrinN-'irGeiij walaupunjangka waktu per.ianjian Kerja samalni ieratr t"r;!.hi;. 
-

pasal5 , '

FIak PARA PIFIAK

PItIAK KESATLJ mempunyai hak untuk:
a. mengawasi pelaksanaan kewajiban pIHAK KEDIJA;
b' mendapatkan data batikan atas data kependudukannya telah diberlkan FIFIAK 4(E$ATUberdasarkan Ferjanjian Kerja sama ini, guna melengtap!database kependudukan; danc' mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dandiakses PIHAK KEDUA, walaupun jangka waktu o"rirnlt"n Kerja sama ini telahberakhir.

(2)

(1)

(2) Pi!-lAK KEDUA rnernpunyai hak untuk:
a' rnendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan henupa nomor KK, NlK,nama rengkap, jenis kera.min, tempat Lnir, tangga/burary'tahun lahir,agarna/kepercayaan' status perkawinan, status hubungan dalan: ketruarga, pendidikantera[rhir, jenls peker.faan, IslK ibu Kandung, NIK nyan xandung dan alamat dari plHA,K

KESATU; dan

a
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pasal 6
.langka Waktu

Perjanjian Kerja $arma inl mulai beriaku sejak ditandatanganinya Fer.larijian Kerja Sama ini oleh
t4ryA PIHAK $arnpai dengan tangga! 25 Juni 2022 dan uapat diperpanjang atas persetujuan
PARA PtFtAK. '--- -',----e -

b. mendapatkan bimbin$an teknls dan pendampingan teknis pernanfaatan NtK, Data
Kependudukan, dan KTPeI serta pengffiunaan perangkat pembaca KTF-el, atAs hiaya
PIHAK KEDUA"

Fasal Z
tserakhimya perjanllan Kerja Sarna

Per.fianjian Kerja Sarna berakhir apabita:
a. jangka waktu perjanjian Kerja Sama teXah se!esa!; atau
b' atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama sebetum .langka waktuPerjanjian Kerja Sama berakhir.

Fasatr I
Keadaan Memaksa (Foree Majeure)

Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keaclaan memaksa, dapatdilakukan perubahan petaksanaan Perjanjian Kerja Sa;lni atas persetujuan pAR/[ pl!.tA${.
Keadaan rnemaksa sebagaimana oimiLsil-;;d;;iui'trl, adarah adanya kebijakanpemerlntah yang mengakibatkan tidak daBat oitanjutkannya petat<sanaan per.ianjian Kerjasama ini dan apahita terjacti hal-hal di luar $tekuasaan pARA.plFflAK

pasal g
Fenyelesaian perselisiham

(1)

t2)

(x)

(2)

(3-)

Apabila dtkemudian hari timhul
pelaksanaan perjaniian Kerja Sama
musyawarah untuk mufakat.

permasalahan dalam perbedaan penafsiran danini antara PARA pl[.lAK akan diseiesaikan secara

(2)

(3)

Dalam hal musyawarah dan rnufakat sebagaimana dinraksud pada ayat (1) tidak tercapai,ma ka akan diseresaikan sesuai dengan k;rcrt;;;';ffiil perun dang-uncra n gan.

pasa! LO

PEF{AK I{EDIJA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan i{r6, DataKepencludukan dan KTp-el p.t u*r"uier, bulan luni untult semester pertama dan bulanDesetnber untuk semester kedua Liero"; pinnil:'xti'aru dengan tembusan DirekturJenderar Kependudukan dan e"nciiaian sipir dan Gubernur.
PIFIAK KEsATu melakukan evaluasi p**unruuarr-**l oraa Kependudutr<an dan KTp-el$ecara berkara atas laporan prFlAK mE6ua seuus;imrn, J*arsud pada ayat (1).

5lTff ffif-fl:?dapat 
merarrukan evaiuasi ,**rir* ru*<, ortu K;*;;ffi;rin aan mrp_

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud y,rlg 1y.rt 
(2) ditaporkan i<epada Gubernur dengan

l?il|:u"'n 
Menteri Dalam Neger! ,*irrri Direktur:"noun,iinu|rendudukan dan pencaratan

(4)

4, [?--T-ffir-t



(x)

(2)

(3)

Pasal 11
Lain-Lain

Dalarn hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjlan Ke$a
Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PXFIAK.

Peruhahan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dltuangkan dalam Adendurn yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasionat dalam pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Tenib.

Pasal.12
enutup

Demiklan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masingmasing dibubuhi
materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani FARA
PIHAK.

r{tP. 19670928 19{1203 002
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